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PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH

DENGAN

PERKUMPULAN LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDI HUKUM DAN ADVOKASI
HAK ASASI MANUSIA SULTENG (LPS-HAM SULTENG)

NOMOR : W.24. HN.04.03-T64
FPada hari ini Rabu tanggal 16 bulan Aprl tahun 2025 bertempat di Kantor

Wilayah Kementerian Hukum Sulawes! Tengah, Kami yang bertanda tangan di bawah
ini .

I Mama . Rakhmat Renaidy
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementernian Hukum Sulawesi Tengah
Alamat ¢ Jl Dewi Sartika No. 23 Palu

Dalam hal inl bertindak untuk dan atas nama Meanten Hukum, selanjutnya disebut
sebagal PIHAK KESATU,

Il Nama © Moh. Ridwan Lapasers
Jabatan © Direktur’Ketua Perkumpulan Lembaga Pengembangan Studs
Hukum dan Advokasi HAM Sulteng (LFS-HAM Sulteng)
Blamat - Jl. Tanggul Utara, RT 003 RW 008, Kelurahan Birobuli Litara,

Kecamatan Palu Sslatan, Kota Palu
Dglam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Lembaga
Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi HAM Sulteng (LPS-HAM Sulleng),
salanjutnya disesbut PIHAK KEDUA.

FPIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA
PiHAK terebih dahulu menjelaskan |

a. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada
Kantor Wilayah Kementedan Hukum Provinsl Sulawesi Tengah.

b. PIHAK KEDUA dalam hal ini marupakan pimpinan lembaga bantuan hukum atau
organisasi kemasyarakatan yang lulus verfikas! dan akreditasi sebagal Pemben
Bantuan Hukum periode tahun 2025 s3.d. 2027 berdasarkan Keputusan Menten
Hukum Nomar MHH-5HN.0403 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi
Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pembern Bantuan
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Hukum Periode Tahun 2025 sd. 2027 dan Keputusan Mentern Hukum Nomor
M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang
Terverifikasi dan Terakreditas| Kembali sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode
Tahun 2025 s.d 2027, dengan status akreditasi B.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai benkuk

B

10

1%

12

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomaor 47 Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Momor 4286);

Undang-Undang Momor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum {Lembarman
Megara Repubilik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5248);

Undang-Undang Momor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Megara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Repubiik indonesia
Tahun 2024 Nomor 226);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembarman
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 5421);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomaor 10
Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemernntah Nomor 42
Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberan Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Barita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Momor 816) sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Rl Nomor 83 Tahun 2016 ientang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor 10 Tehun 201& tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
Hukum (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2130),

Peraturan Menter Keuangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2024 tentang
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indcnesia
Tahun 2024 Momor 801),

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

Peraturan Menier Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementenan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor B32),

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912}, .
Kepuwsan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia h!c_:mnf
M. HH-01_HMN. 0303 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi
dan Non Litigasi,

Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-5HN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditesi sebega
Pember Bantuan Hukum Periode Tahun 2028 s.d. 2027,

Keputusan Mentern Hukum Momor MHH-EHN0402 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kemball
sebagal Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027



13. Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHM Momor PHM HN.04.03-810 Tahun 2023
tentang Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum;

14, Daflar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Kantor Wilayah
Keameanterian Hukum Frovinsl Sulawesi Tengah Revisi ke 01 NMomor | 5P DIPA-
135.11.2.683116/2025 Tanggal 21 Februan 2025

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan
menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025,
dengan ketentuan sabagal berkut -

BAB |
KETENTUAN LIMLIA

Pazal 1

Dalam Penanpan Pelaksanaan Bantuan Hukum v yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPFHN adalah unit
kerja pada Kementerian Hukum aselaku Penyelenggara Bantuan Hulum..

2. Kartor Wiayah Kementenan Hukum adalah unit vertikal pada Kementerian Hukum
yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang bantuan hukum di dasrah

3 Panitia Pengawas Pusat vang sefanjutnya disebul Pamsaspus adalah unit kerja
khusus di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memiliki
wgas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan bantuan hukum.

4 Penita Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Panwasda adalah unit kera
khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementernan Hukum yang memiliki
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluas: terhadap
penyatanggaraan bantuan hukum di daerah.

5 Standar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman dalam pembertan layanan Bantuan Hukum.

6. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan bantuan hukum baik
sacara barkala maupun insidentil yang dilakukan aacara langsung maupun fidak
langsung agar sesuai dengan kebdakan dan ketentuan peraturan parundang-
undangan

7. Ewvaluasl adalah penilaian atau pengukuran daiam rangka perbaikan pelaksanaan
bantuan hukum.

8. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum
adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang
diselenggarakan clesh Badan Pambinaan Hukum Nasional untuk menunjang
palaksanaan pemberian bantuan hukum.

9, Hand edalah har kena.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
{1) Perjanjian Peiaksanaan Bantuan Hukum ini dimaksudkan sebagal dasar
pelaksanaan bartuan hukum yang penganggarannya bersumber dan Anggaran
Pendapatan dan Beianja Megara Tahun Anggaran 2025,
2y Peranjian Pelaksanaan Bantusn Hukum ini bertujuan untuk memberikan
kepasfian pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang



miskin dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pember Bantuan Hukum
di Provinsi Sulawesi Tengah.
BAE 1
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini meliputi :
a. Psmberan Bantuan Hukumn Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata
Usaha MNegara, pada tahap
11 Penyidikan/Cugatan'Pamearnksaan Pendahuluan;
2] Pemidangan di Pengaditan Tingkat |
3] Pemidangan di Pengadilan Tingkat Banding ;
4] Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi: dan/atau
Bl  Peniniauan Kembali
b. Pemberan Bantuan Hukum MNon Litgasi dalam kegiatan :
1)  Penyuluhan Hukum;
2) Konsultasi Hukum;
3) Invesfigasi Kasus, baik secara elekironik maupun nonelekironik;
4y  Peneliian Hukum,
5 Mediasi;
B) MNegosiasi;
7} Pembardayaan Masyarakat
B) Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
89} Drafting dokumen hukum.
c. Hask dan kewajiban jangka wakfu, mekanisme penyelesaian perselisihan
peranjian pelaksanaan Bantuan Hukum tambahan (addendum), sanksi, dan
keadaan kahar (force majeure).

BAB IV
HAK. DAN KEWAJIBAN

Pasal 4
Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai berkut:
a. PIHAK KESATU
1) Hak:

a) Menyimpan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempuliikasikan
dokumen hasil pambenan bantuan hukum;

b}  Mamberikan rekomendas! penjatuhan sanksi apabila PIHAK KEDUA
melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Pelaksanaan Bantuan
Hukum ini.

2) Kewajiban:

a) Menyalurkan anggaran pelaksansan bantuan hukum yang akan
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebijakan pemerintah
dan peraturan parundang-undangan;

b} Memfasilitasi proses pencairan anggaran bantuan hukum berdasarkan
hagil pekarjaan yang telah diaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

g} Maolakukan pombinaan dan pengawasan melslul pemantauan dan
evalugs pelaksanaan bantuan hukurm.
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FIHAK KEDUA
1} Hak;

Mengajukan tagihan jass atau pencairan anggaran pembenan bantuan

hukum bagl orang miskin atau kelompok orang miskin kepada FPIHAK

KESATU berdasarkan hasil pekerjaan melalui Sidbankum.

2) HKewajban:

a) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada orang atau kKelompok
orang miskin dengan sebaik-baiknya sesusl dengan standar layanan
bantuan hukum dalam ruang lingkup pekenaan yang diatur pada
Parjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini

b  Memberikan laporan semua pelaksanaan dan anggaran bantuan hukum
gacara akuntabal kepada PIHAK KESATU secama berkala sesuai
dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan

e Mengajukan kslangkapan dokumen pancairan  anggaran  bantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5
(lima) hari setelah pekerjaan selesai (untuk kegiatan nonlitigasi).

d) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5
{ima) har setelah pekefjaan selesai atay dokumen penanganan
parkara dignma (uniuk kegiatan lmngasi).

BAB W
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Paszal 5
PiHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan pemberan bantuan hukum kepada crang atau kelompok
orang miskin sebesar :

| JENIS BANTUAN ok s |
[ Mo LI LIRE 3 | Total |
' Perkaraiiegiatan 2028 | gantuan Hukum 2025 |
| 1| LUTIGASI Rp. 30.000.000.- | :
— : ! Rp. 32.700.000-
[ 2 | NON LITIGAS Rp. 2.700.000 - i I |
Dengan rincian sebagaimana tenampir.

Besaran anggaran bamtuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bersumber dan DIPA Kantor Wilayah Kementeran Hukum Provinal Sulawesi
TengahTahun Anggaran 2025,

Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan
MNon Litigasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN, 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran
Bitaya Bantuan Hukumn Litigast dan Non Litigas|.

Dalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun non litigesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah iersalisasi dan/atau fidak tersedia, maka FIHAK
KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin secara mandin/probono.
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BAB VI
PENGALIHAN ANMGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal &
PIHAK KESATU berhak mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang telah
dituangkan dalam Perjanjian Pelaksansan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi sebagamana dimaksud pada ayat (1) diakukan oleh
Fanwaspus dan Fanwasda, balk secara langsung maupun tdak langsung

Pasal 7
Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat
dilakukan zntar jenis bantuan hukum yang sama (anggaran litigasi ke litigasi dan
angoaran non litigasi ke non litigasi).
Pangalihan anggaran tidak dapat dilakukan untuk tahapan perkara dan/atau

kegialan yang telah terbayarkan dan/atau yang permohonannya talah terverifikasi
dalam Sidbankum,

Fasal

Pengalinan anggaran sebagaimana dimaksud daiam Pasal 6 ayat (1) diuangkan

lebih lanjut dalam Perjanjlan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan

(addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian

Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.

Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum} dapat dilakukan

pada Triwulan || dan/atau Triwulan Ill Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaanya

dilakukan oleh BPHN selaku Panitia Pengawas Pusat dengan mempertimbangkan
perzentase serapan anggaran bantuan hukum dan/atau hasi pemantauan dan
avaluasi penyalanggaraan bantuan hukum _

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan {adﬂenm_.lmj pada triwulan 11

sebagaimana ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

a) Peranjian Pelaksanaan Banfuan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan
apobila PIHAK KEDUA telah menyerap 50% atau lebih dan anggaran yang
tersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran dan
Pember Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwulan || tidak
mencapai 50% dari anggaran yang terseda; :

b} Apabila PIHAK KEDUA serapan anggamannya tidak mencapal _51::% hingga
pada triwulan || sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan palng_
banyak 70% dar sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi
Bantuan Hukum yang telah tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang
telash menyerap 50% dari anggaran yang tersedia, dengan
mempertimbangkan ketersediaan anggaran, Indeks Kinafa Pamberi B_anumn
Hukum {IKP) dalam e-monev, dan/atau hasil pemantauan dan evaluasi

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) ;?ada triveutan I

sehagaimana ayst (2) ditaksanakan dengan ketentuan sebagal berkut

a) Pefanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan
apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 100% atau lebih dm_afmgamn yang
ersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran _dan
Pamber Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwulan Il tidak
mencapai B0% dari anggaran yang tarsedia; _

b) Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya tidak mancapal 80% hingga

]
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pada triwulan 11l sebagaimana dimaksud pada hunuf a, akan dialihkan seluruh
sisa anggaran yang mash tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang
telah menyerap 100% dar anggaran yang lersedia, dengan
memperbmbangkan kelersediaan anggaran, Indeks Kinerja Pemberi Bantuan
Hukum (IKP} dalam e-monev, dan hasil pemantauan dan evaluasi;
Selain pengalihan anggaran sebagaimane dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan avat (4), pihak KESATU dapat melakukan Perjanjian Pelaksanaan
Bantuan Hukum Tambahan (addendum) atas kebijakan Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN) selaku Paniba Pengawas Pusat danfatau kebijakan lain
pemarintah dengan tetap memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi.
Dalam hal setelah Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(addendurr) dilskukan terjadi ketidakaktifan atau kurang aktif dari PIHAK KEDUA
dalam pelsksanaan bantuan hukum, maka PIHAK KESATU dapat melakukan
pengalihan anggaran kembali dengan ketentuan yang diatur kamuidian

Pasal &

Dalam hal Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tembahan (addendurm) tidak
ditandatangani oleh PIHAK KEDUA sampai batas waktu yang ditentukan, PIHAK,
KESATU tetap dapat mengalihkan anggaran dimaksud tanpa persetujuan torlebih
dahulu dan PIHAK KEDUA,

Tidek ditandatanganinya Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(addendurm) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadikan bahan
pemantauan dan evaluasi okeh PIHAK KESATU.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 10
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini mulai beraku sejak tanggal 02 Januan
2025 dan berakhir pada tanggal 08 Desember 2025,
FiHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pembayaran anggaran bantuan
hukum tahun anggaran 2025 kepada PIHAK KESATU sejak tanggal 02 Januan
2025 sampai dengan masa berdaku Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
berakhir.
Dalam hal batas wakiu Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum sabagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA fidak dapat mengajukan
pembayaran pada tahun berikutnya.
Pambayaran anggaran bantuan hukum nonlitigasi hanya dilakukan untuk kegiatan
yang dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berakunya Parjanjian Palaksanaan
Banfuan Hukum ini.
Pembayaran snggaran bantuan hukum litigasl hanya dilakukan untuk perkara
yang pandampingannya dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berakunya
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi untuk parkara tahun anggaran 2024
yang bedanjut ke tahun 2025, hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang
pendampingan layanan bantuan hukumnya berlanjut pada tahun anggaran 2025,

Pasal 11

Pendampingan perkara Litigasi atau pelaksanaan kegiatan Monltigas: yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA antara tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan




tanggal 31 Desember 2025 tetap dapat dilakukan secara mandiriprobono tanpa
meialul APBN dan dilaporkan meialul fitur Bankum Mandiri dalam Sidbankum.

BAB VIl
PEMCAIRAN ANGGARAN DAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 12

(1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum
kepada PIHAK KESATU berdasarkan persetujuan dan Ketua Panwasda

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemerkeaan
kelayakan dokumen tagihan sesuai ketentuan sebagai dasar pembayaran atas
pemberian layanan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan (reimbursemant).

(3) Pengajuan dan persetujuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) dilakukan melalui aplikasi Sidbankum,

{#) Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
dilaksanakan melalui Kanior Pelayanan Perbendaharaan Megara setempat sacara
langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA sesuai dengan
ketentuan dan mekanisme yang berdaku.

(5) PIHAK KESATU wajib mengunggan Surat Perintah Pencairan Dana (SP20) dalam
E%Eﬁﬁ Sidbankum setelah pembayaran anggaran bantuan hukum kepada PIHAR
K A,

(6) PIHAK KEDUA dilarang mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan
hukum kepada Pemenntah Daerah untuk permohonan yang sudah digjukan
kepada PIHAK KESATL

(7} Palanggaran terhadap ketentuan pada ayat (5) dapat dianggap sebagal
pelanggaran

Pasal 13
(1) Permchenan pencairan anggaran bantuan hulkum dan PIHAK KEDUA yang sudah
dilakukan pembayaman oleh PIHAK KESATU diperitungkan sebagai realisasl
angaaran.
{2) Realisasi anggaran PIHAK KEDUA sebagal objek pemantauan dan evaluas
PIHAK KESATU serta menjadi dasar pertimbangan penatapan anggaran pada
tahun benkutnya.

BAB IX
SANKSI

Fasal 14

(1y Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK
KESATL terdapat palanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang ditakukan oeh
PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan  kepada
Pamwaspus untuk memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomer 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Padoman
Kapala BPHN Nomor BHMN-55 HN 04 03 tahun 2021 tentang Standar Layanan
Bantuan Hukum.

2| Pelanggaran pelaksanasn bantuan hukum yang bersifat pidana dibenkan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB X
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Paszal 15
PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterflambatan atau kegagalan dalam
memenuhi Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini, baik langsung maupun
ticiak langsung, dikarenakan oleh keadaan kahar (force majeure).

Kedaaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) maliputi keadaan di luar kendah
dan kemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam, kebakaran yang tdak
disengaja, banjir, pemogokan umum, parang (dinyatakan atau tidak dinyatakan),
pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, dan terofisme.

Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekeraan berdasarkan Peganjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum ini karena mengalami atau dipenganuhi oleh Force
Majeure maka Pibak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan
secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat halaz)
harl setelah terjadinya Force Majeure,

Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagal
akibat terfadinya Fore Majeure bukan merupskan tanggung jawab PIHAK
KESATU, oermikian pula sebalknya,

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16
PARA PIHAK dalam Perdanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini tunduk
sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonasia,
Dalam hal teriadi perselisinan antara PARA PIHAK yang timbul dari atau
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
sedapat mungkin diselesakan secara musyawarah untuk mufakat seria akan
dijadikan sebagai bahan evaluasi pada tahun anggaran berkutnya.

BAE Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dibuat dan ditandatangani cleh PARA
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bemmeterai cukup yang masing-
masing mempunyai kekuatan hukum mengikal yang sama
Biaya Meterai urtuk penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hubom
dibenankan kepada PIHAK KEDUA,
Hal-hal fain yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Baniuan Hukum ini
akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) sebagal satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukurm ini
Jika teradi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijjaxan
terkait bantuan hukum maka Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini secara
langeung mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
lersebut,




DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk
menandatangani perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya
sesyai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian ini dibuat datam 2
{dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai. mempunyai kekuatan hukum
yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesua
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTUR/KETUA PERKUMPULAN
KEMENTERIAN HUKLUM SULAWES! LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDI

TENGAH HUKLUM DAN ADVOKASI HAM SULTENG

10




LAMPIRAN RINCIAN ANGGARAN

PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

TAHUN ANGGARAN 2025
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGANM

(LPS-HAM SULTENG)

PERKUMPULAN LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDI HUKUM DAN ADVOKASI HAK ASAS|I MANUSIA SULTENG

LITIGASI NONLITIGASI
| _[Pemystishan [
Brasa |Tahap Hubiurm Pemberdipass
P—— | parya Hidum Lear Blass Msyarabal Penalitian Huburs | TI:r'F.n'L-lr;l.l.ﬂ.l
Fengadian | iy umﬂ i Isar P vl my adtog |Hermutasi Hulium) | Pgei TaHLIK DaTs
Fukun Bodumen | em nve et ﬁ
WVl S par hardalb | el B aran il Vol | Ay adan | Saamiah A mran dardah
S T L”M — : Lo £
FEungem i i
Hmdlnﬂrl'l-'m R 300000 S0 mu-t;?m fep 300 0001 - Rp. 33 700 600..

Bl £l (1P -
HAM Sultsng]

i 2 TO0009 -

11



